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INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/3 TAHUN 2021
 TENTANG L |
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
~ UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
' CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

'BUPATI KARANGANYAR, e
“"Dalamk ‘rangka mengantisipasi peningkatan kasus ~baru dan

pengendahan penyebaran Corona Virus Dzsease (COVID—19) di Kabupaten '

, Karanganyar, serta menindak lanjuti Instruks1 Menten Dalam Negem Nomor 2
o Tahun 2021 - tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Keg1atan
: Masyarakat Untuk Pengendahan Penyebaran Corona Vlrus Dzsease 2019

’(COVID-J 9) dan Surat. Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443 S/ OOOl 159

tanggal 25 Januari 2021 perlhal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan

- Kegiatan Masyarakat dan Ant1s1pas1 Pemngkatan COVID 19 d1 Jawa Tengah .

- maka diinstruksikan kepada:

1. Para Kepala Perangkat Daerah

2. Para Kepala Desa; dan

3. Para Kepala Satuan Pendldlkan, B

: kUntuk

KESA’TUf ) : Memberlakukan Pembatasan Keg1atan Masyarakat dengan v
. ketentuan ‘ ‘ R
a. k‘eg1atan restoran/warung makan/makan" minum ‘
ditempaf sebesar 25% (dua puluh llma persen) darl -
kapa31tas dengan jam operasxonal sampal dengan pukulk
21.00 WIB, sedangkan jam operaslonal Pedagang Kaki
Lima dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pﬁkul 21.0Q'
WIB; L B
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. jam operas1ona1 mall / pusat perbelanjaan / pertokoan ' :
sampal dengan pukul 21, .00 WIB i ; e
. semua kantor / dinas / 1nstan%i / pe]aku usaha menunjuk' :
petugas di lingkungan masmg knaqing untuk memantau
pelaksanaan protokol kesehatan bagl pegawal/ karyawan

maupun konsumen,;

. semua - kantor/ d1nas/if1’star181 : baJk negen maupun

swasta/ toko modern/ restoran menyed1akan tempat cuci
tangan permanen dengan Jumlah keran yang dlsedlakan ,‘ :

sesuai besar kecﬂnya kantor/dmas/1nstan31/tempat‘ :

usaha, sedangkan bag1 pedagang lapak kak1 hma
;menyed1akan tempat cum tangan portable, - v S
. tempat ibadah dengan maks1ma1 50% (Iifna puluh
persen) dari kapasitas; B

kegiatan pengumpulan massa/ keglatan sos1a1 budaya
lainnya, antara lain berupa peitcmuan warga - dan
penyelenggaraan haJatan dllarang d11ak<;anakan / d1tunda '
pelaksanaannya, kecuali: ki

- 1) Untuk acara. haJatan (‘abka'd 'nikah ‘resepsi, dah
sejenisnya) yang dlselenggarakan dalam kurun waktu-

tanggal 26 Januarl 2021 S. d 8 Februan 2021 yang »

telah mendapatkan rekomenda31/121n dan/atau“‘ B

- dalam kondisi undangan telah dledarkan, tetap dapat‘
dilaksanakan denga_n pcrsyaratan ’
- acara dlselenggarakan di snang, harl
L menggunakan konsep “banyu mllz dan tanpa kurs1

bagl tamu undangan, | e ‘

- 'hlburan dlperbolehkah terbatas, 2 |

- konsumsi bagi tamu,undarllgan;langsung dibawa
- pulang; dan i ‘

- menerapkan protokol kesehatan yang ketat



KEDUA

~ 2) Untuk acara prose31 warga yang memnggal dunia
(lelayu), - dllaksanakan ,dengan memperhatikan
‘efisiensi waktu, pembatasaﬁ tempa‘t dudﬁk maksimal
50% ‘(lima puluh persen) dari kapas1tas dan

menerapkan protokol kesehatan yang ketat

- g. Khusus destinasi w1sata dan sarana penunJang lainnya

' .dlberlakukan : |
- Daya tarik w1sata dilakukan pembatasan Jumlah,
pengunjung maksimal 30% (tlga puluh persen) dari
kapasitas normal dan jam operasmnal sampal dengan
- pukul 15. OO WIB; dan ' ‘ :
- Usaha wisata sepert; tempat hiburan,: karaoke,
warnet, ‘game online, tempatkolah'raga ‘danukegiatan

~usaha sejenis lainnya dibatasi Jam operasional

sampa1 dengan pukul 20. OO WIB dan pembatasan o

Jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh
persen) dari - kapasitas normal dan t1dak boleh
meleblhl S50 (lima puluh) orang dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat ;

h. kegiatan konstruksi dapat dllaksanakan 100% (seratus‘? ‘
persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang
ketat; serta | S | | : |

i. sektor esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat

 tetap .'dapat beroperasi 100% (sekratuls pérsén) namun
dengan pengaturan jam 'operasior'lal,‘" kapasitas .dan
penerapan protokol kesehatah yang ketat okleh \pengelbla.

Kepala ’ Perangkat : Daerah/ Kep'ala ’ Desa | agar

memerlntahkan Pegawai di lmgkungan masmg masmg

untuk:

a. menerapkan work from home (WFH) sebesar 7 5% (tuJuh
‘puluh lima persen) dan work from office (WFO) sebesar ;

25% (dua puluh lima persen) dengan memperhat1kan

. kOI’ldlSl kerja urgens1/ prioritas penyelesaian pekerjaan o

dan pert1mbangan tmgkat resiko yang pelaksanaannya :
diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala

Desa masmg masmg,



KEEMPAT

KETIGA

KELIMA

b, WFO dilaksanakan’dengan tetap menérapléan —prptokdl e

kesehatan dengan ketat  melalui pembatasan« :
rapat/ perternuan secara tatap muka;. (Rt
c. tetap melakukan absen31 harian mela1u1 aphka51 absen :
" onllne dengan ketentuan untuk pegavval yang WFH

absensi dilakukan pada menu DL (Dlnas Luar),

d. WFH d11aksanakan dengan

1) tetap mengaktlfkan alat telekomun1kas1 selama Jam

~ kerja normal guna konsulta31 dan koordlna81 serta
‘komunikasi lainnya terkait kedinasan; ' ’

2) tetap siap = sewaktu-waktu apablla d1per1ntahkan

~untuk melakukan tugas kedlnasan di kantor atau d1~ SE

tempat lain; ‘

: ,' 3) melaporkan hasil pekerjaan setlap har1 secara darlng, ;
: (onhne) kepada atasan langsung secara berJenJang,"'

dan | S ; o | ;

4) menjaga 1ntegr1tas, d1s1p11n dan keteladanan dalam ;
‘penerapan  protokol kesehatan dengan ‘tetap k
o ;melaksanakan tugas d1 rumah / tempat tinggal masing |
‘masing pada jam dlnas kecuah dengan alasan’
~mendesak dengan mendapatkan izin dar1 atasan

| lang%ung

. Khusus bagi Pegawal d1 hngkungan D1nas Kesehatan yang
‘ melaksanakan fungs1 pelayanan kesehatan, dlperlntahkan*
tetap bertugas dengan pengaturan jam kerJa/layanan yang s |

- diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Ketentuan WFH sebagalmana dlmaksud pada letumk‘

KEDUA tidak berlaku baglb pegawa1 pada Badan
' Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawa1 yang

bertugas di pasar, selanjutnya ketentuan Jarn kerja dlatur 2

lebih lanjut oleh. Kepala Perangkat Daerah masmg masing.

Kepala - Dinas Pend1d1kan dan Kebudayaan untuk =

memerlntahkan keglatan belajar mengajar secara darmg

{onlme) pada seluruh Satuan Pendidikan dengan melarang |

‘tatap muka dalam bentuk apapun (vzsztasz penyerahan

tugas, ekstrakurikuler dan sejemsnya)



W)

Y,

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

: Ketentuan pembatasan "sebégaimana dimaksud pada

Diktum KESATU', KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA
berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 26 Januari sampai
dengan 8 Februari 2021 dan dilakukan evaluasi
pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pembatasan

ini, maka Kepala Perangkat Daerah /Kepala Desa dapat

- menyusun edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman

operasional sesuai b1dang kewenangan/wﬂayah masmg-

masing yang tidak bertentangan dengan Instruks1 ini.

Terhadap ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat tersebut diatas, khusus kepada Camat, Kepala

Desa dan Lurah agar: '

a. mengoptimalkan pelaksanaah “jogo tonggo” dan "“pager
mangkok” di wilayah masing-masing; '

b. melaksanakan sosialisasi, pemantauah dan pemblnaan
bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya; dan

c. secara berjenjang melaksanakan - pélaporan, hasil
pemantauan dan pembinaah sebagaiman_a “dimaksud
-pada huruf a dan huruf b.. | | '

Setiap pelanggaran - protokol kesehétan , dikenai sahksi

sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyaf Nomor 52

~Tahun 2020 teritang Pedoman Tatanan Normal Baru pada

Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
sebagaimana telah diubah dengan - Perafuran Bupaﬁ
Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada: Masa
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).- e




KESEPULUH : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan

koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan dan
penerapan sanksi kepada pelanggar Instruksi ini dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkah di Karanganyar
pada tanggal 25 Januari 2021
BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Tembusan:

1.

Gubernur Jawa Tengah,;

2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3.
4. Dandim 0727 Karanganyar.

Kapolres Karanganyar; dan .

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH




